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Rasa syukur yang tak terhingga kami ucapkan kepada Allah SWT. Karena 

berkat rahmat dan karunianya buku yang berjudul ^Jejaring Kebijakan 
Pengelolaan Permukiman Kumuh_ telah selesai disusun dan berhasil 
diterbitkan.  

Permukiman kumuh merupakan tantangan serius dalam konteks 
perkembangan perkotaan di berbagai belahan dunia. Masalah ini 
mencerminkan ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas dasar, ketidakstabilan 
sosial-ekonomi, dan keterbatasan infrastruktur yang memadai. Dalam 
kenyataannya, permukiman kumuh tidak hanya merupakan fenomena fisik, 
tetapi juga mencerminkan kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, dan 
lingkungan. Pengembangan permukiman kumuh tidak hanya memerlukan 
perhatian dari segi fisik, melainkan juga pendekatan holistik yang melibatkan 
kebijakan publik, partisipasi masyarakat, serta inovasi dalam pengelolaan 
sumber daya. Buku ini bertujuan untuk menyajikan gambaran mendalam 
tentang kompleksitas masalah permukiman kumuh dan mengeksplorasi 
berbagai solusi dan kebijakan yang berkelanjutan dapat merangkul berbagai 
pihak. Melalui pemahaman lebih mendalam, diharapkan dapat mendorong 
upaya bersama dalam menciptakan perkotaan yang lebih berkeadilan dan 
berdaya tahan.  

Kami menyadari, buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, 
saran dan kritik membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa 
mendatang. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kami haturkan 
kepada semua pihak yang sudah membantu hingga buku ini dapat terbit. 
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Semoga dengan 
hadirnya buku ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan serta dapat menambah wawasan bagi siapa saja yang tertarik 
dan peduli dengan kesejahteraan masyarakat bawah dan masalah 
pemerataan pembangunan.  
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1 
URGENSI JEJARING KEBIJAKAN 

 
Bahasan pokok dari buku ini mengkaji tentang jejaring kebijakan dalam 

pengelolaan permukiman kumuh di Kota Pekanbaru. Kajian tentang jejaring 
kebijakan sangat penting dilakukan mengingat pergeseran tata kelola 
pemerintah dari birokrasi tradisional hierarki dalam administrasi publik 
menuju tata kelola melalui jejaring kebijakan. Penekanan pada jejaring 
kebijakan benar-benar didorong karena kompleksitas dan beragamnya 
masalah sosial untuk disesuaikan dengan struktur pemecahan masalah 
pemerintah tradisional. Dengan demikian efektivitas hierarki weberian 
tradisional yang dirancang untuk mengelola masalah-masalah yang ada di 
masyarakat dan dilema tindakan kolektif dipertanyakan. Sebaliknya 
pembentukan jejaring kebijakan yang melampaui hierarki formal ini dianggap 
sebagai tugas penting bagi administrasi publik. Selain itu di kalangan pembuat 
kebijakan, penciptaan berbagai macam jejaring kebijakan kerjasama 
ditekankan sebagai strategi penting yang diperlukan demi mewujudkan 
tujuan program pemerintah. 

Jejaring kebijakan ada dan berkembang karena saling ketergantungan dan 
ini sering terkait dengan kepentingan inti dari para aktor. Saling 
ketergantungan adalah salah satu aspek kunci dari teori antar organisasi. Hal 
ini muncul karena para aktor tidak mempunyai sumber daya yang cukup 
untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu mereka harus berinteraksi 
dengan organisasi lain untuk melakukan pertukaran sumber daya. Namun 
fokus utama dari perspektif jejaring kebijakan adalah proses kebijakan yang 
kompleks yang dihasilkan dari saling ketergantungan aktor dalam 
mewujudkan inisiatif kebijakan (Klin, 2005:263). Selanjutnya Kicker 
mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan dalam situasi saling 
ketergantungan, para aktor perlu menggunakan pendekatan serbaguna 
dalam upaya mereka untuk mempengaruhi kebijakan dengan memasukkan 
dampak ketergantungan mereka terhadap aktor-aktor lain ke dalam strategi 
mereka dan memanfaatkan peluang untuk tata kelola bersama (Kickert et al., 
1997:44). 

Dalam jejaring kebijakan hanya sedikit aktor yang memiliki kendali 
langsung atas hasil kebijakan. Sebaliknya mereka mempertahankan segudang 
kontak jejaring kebijakan untuk mendapatkan pengaruh atas proses 



 

 

2 
KONSEP DAN TEORI  

SEPUTAR JEJARING KEBIJAKAN 

 
A. KEMUNCULAN JEJARING KEBIJAKAN 

Menurut (Scharpf, 1978) dikutip dalam (Hill & Hupe, 2002:59), 
berpendapat: 

It is unlikely, if not impossible, that public policy of any significance could 

result from the choice process of any single unified actor. Policy 

formulation and policy implementation are inevitably the result of 

interactions among a plurality of separate actors with separate interests, 

goals and strategies (Scharpf, 1978).  
 

Scharpf' mengatakan bahwa tidak mungkin kebijakan publik dengan 
signifikansi apapun dapat dihasilkan dari proses pemilihan aktor tunggal 
mana pun. Perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan tidak dapat 
dielakkan merupakan hasil interaksi diantara sejumlah aktor yang terpisah 
dengan kepentingan, tujuan, dan strategi yang berbeda. Hal ini dipandang 
sebagai pernyataan perubahan paradigma, yang menjadi landasan banyak 
teori, studi metodologis dan normatif tentang administrasi dan manajemen 
publik.  

Sebagian besar pakar yang menulis tentang konsep jejaring kebijakan, 
manajemen jejaring kebijakan atau analisis jejaring kebijakan menawarkan 
penjelasan berbeda mengenai asal usul jejaring kebijakan dalam administrasi 
publik dan manajemen publik. Beberapa pakar berpendapat dari sudut 
deskriptif bahwa administrasi publik selalu dilakukan bersama-sama baik 
dalam hal perumusan maupun implementasinya dan telah diterima dalam 
praktik dan teori (Klijn, 2005). Kemudian (Agranoff & McGuire, 1999:21) 
mengamati bahwa kebangkitan teknologi informasi mau tidak mau telah 
menciptakan hubungan antar-organisasi, ketergantungan yang meruntuhkan 
tembok yang mengelilingi hierarki tradisional. Fragmentasi pengetahuan dan 
teknologi telah menciptakan jejaring kebijakan sebagai bentuk dari 
pengorganisasian di era informasi. 

 



 

 

3 
PERMUKIMAN KUMUH 

 
A. PENGERTIAN PEMUKIMAN KUMUH 

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan 
kawasan permukiman terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut: 
1. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan 

kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 
2. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan 
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi 
syarat. 

3. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk 
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, 
budaya, dan ekonomi. 

4. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang 
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang 
layak, sehat, aman, dan nyaman. 

5. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan 
lingkungan hunian. 
 
Terkait dengan permukiman kumuh (slums), para ahli memiliki definisi 

yang beragam tergantung dari aspek sudut pandang para ahli dalam 
memandang penyebab permasalahan kekumuhan. Permukiman kumuh 
adalah tempat berkumpulnya anggota masyarakat kota yang mayoritas 
berpenghasilan rendah dan membentuk pemukiman tempat tinggal dalam 
kondisi yang minim dengan kependudukan padat (Adisasmita, 2005). Sejalan 
dengan itu (Kuswartojo et al, 2005) mengatakan permukiman kumuh adalah 
permukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah, prasarana, dan 
pelayanan minimal. Pendapat yang sama juga terdapat di OED (The Oxford 

Encyclopedic Dictionary) yang menyediakan dua definisi mengenai 
permukiman kumuh. Pertama, permukiman kumuh diartikan sebagai jalan 
belakang yang padat dan kumuh biasanya terdapat di kota dan dihuni oleh 
orang-orang yang sangat miskin. Kedua, permukiman kumuh diartikan rumah 
atau bangunan yang tidak layak untuk tempat tinggal manusia. (Gilbert, 2007).  



 

 

4 
PEKANBARU DAN  

MASALAH PERMUKIMAN KUMUH 

 
A. SEJARAH DAN PENYEBAB MUNCULNYA PERMUKIMAN KUMUH DI 

KOTA PEKANBARU 

Kota Pekanbaru merupakan ibukota sekaligus kota terbesar di Provinsi 
Riau, berada di tengah-tengah perlintasan jalur darat yang sangat strategis 
dan berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten sekitarnya seperti 
Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kampar, yang memiliki 
sejumlah alasan yang menjadikannya pusat aktivitas ekonomi dan 
administrasi yang penting di Provinsi Riau. Perkembangan yang pesat di 
Malaysia dan Singapura di satu sisi dan perkembangan pembangunan di 
Sumatera di sisi lain membuat posisi Kota Pekanbaru sebagai daerah 
perantara untuk kegiatan perdagangan dan jasa semakin strategis. Secara 
spasial Kota Pekanbaru memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai kota 
transit yang menghubungkan kota-kota utama di pulau Sumatera. 
Keuntungan lokasional ini dapat dianggap sebagai potensi dan masalah yang 
harus diantisipasi agar pembangunan kota kedepan benar-benar dapat 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan mereduksi kemungkinan 
dampak atau pengaruh negatif yang akan ditimbulkannya. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 tahun 2003, Kota 
Pekanbaru memiliki 12 kecamatan dan 58 kelurahan. Perkembangan 
berikutnya adalah penambahan kelurahan menjadi 83 kelurahan dengan 
terbitnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2016. Selanjutnya 
dengan perkembangan kota yang semakin meningkat, Pemerintah Kota 
menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 tahun 2020 tentang 
penataan kecamatan, sehingga kecamatan yang semula berjumlah 12 
kecamatan di mekarkan menjadi 15 kecamatan. Berikut ini gambar peta 
administrasi Kota Pekanbaru. 

 



 

 

5 
JEJARING KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN 

PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PEKANBARU 

 
A. PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PEKANBARU 

Menurut Kickert, kebijakan publik dibuat dan diimplementasikan dalam 
jejaring kebijakan aktor independen. Dia menjelaskan bahwa jejaring 
kebijakan sebagai pola hubungan sosial yang kurang lebih stabil antara aktor 
yang saling bergantung yang terbentuk di sekitar masalah kebijakan atau 
program kebijakan (Kickert et al., 1997:6). Ini ditegaskan kembali oleh 
~��������� �� K[d}}o�� :�U� íõõôWîíô�, yang mendefinisikan jejaring kebijakan 
sebagai sebuah sistem dimana para aktor mengembangkan pola interaksi dan 
komunikasi yang relatif tahan lama ditujukan pada masalah kebijakan atau 
program kebijakan. Selanjutnya (DeLeon & Varda, 2009:62) mengatakan, 
jejaring kebijakan adalah elemen struktural jejaring kebijakan kolaborasi, 
mendokumentasikan komponen-komponen seperti timbal balik, kesetaraan, 
dan representasi dan menunjukkan bahwa tidak ada pemimpin pasti yang 
berfungsi mengendalikannya, baik sebagai alat dan struktur implementasi 
kebijakan publik. Jejaring kebijakan mengasumsikan atribut seperti 
pertukaran sumber daya, saling ketergantungan antara pemangku 
kepentingan yang dapat bersifat formal maupun informal. Komposisinya 
muncul dari kesadaran bahwa pemerintahan birokrasi tunggal tidak efektif 
sehingga perlu adanya saling menguntungkan, berbagi informasi, 
mendapatkan dukungan dan legitimasi melalui korelasi dengan lembaga lain.  

Dari beberapa pengertian diatas, konsep jejaring kebijakan berkisar pada 
satu elemen sentral saling ketergantungan. Konsep ini menggambarkan 
jejaring kebijakan sebagai jejaring kebijakan aktor publik, swasta dan 
masyarakat yang berpartisipasi dalam kebijakan pengelolaan permukiman 
kumuh dan juga menunjukkan pola dari hubungan yang ada antara aktor yang 
saling bergantung yang terlibat dalam proses kebijakan publik. Oleh karena 
pertemuan banyak aktor dalam jejaring kebijakan maka akan mempengaruhi 
proses kebijakan dan sudah sepatutnya dipastikan bahwa menurut struktur 
dan sifatnya, pemerintah (walaupun ini tergantung pada konteks) tidak dapat 
menggunakan kekuatan yang cukup untuk menangani masalah kompleks 
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